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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR #3 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN DAN PENEMPATAN
REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

! -
Henging,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

il.

t

g

.

. Undang-Undang N

BUPATI SINTANG,

bahwa bevdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 39 tahun 2007 tentang - Pengelolaan Uang
Negara/Dacrah, - Gubernur/Buapati/  Walikota  menunjulk
Bank  Umuim sesuad dengan keiteria dan persyaratan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) danfatau
Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal
dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran
Dacral;

cbahwa dalam rangka pengawasan secara intensifl terhadap

rekening  vang  dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), perlu adanya  ijin pembukaan, penutupan dan
penempatan rekening,;

Lbahwie guna memberikan kepastian hukum  terhadap

pembukaan, penutupan dan penempatan rekening Satuan
kerja Perangkatl Dacrah (SKPD), maka perlu mengatur Tatla
Cara Pembukaan, Penutupan dan Penempatan Rekening
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan
huruf ¢, diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang  Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan {Fm‘nlmran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, j;mlbﬂh”n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _35):‘] Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
ublik Indonesia Tahun 2003

Negara (Lembaran Negara Rep :
gara | : Negara Republik Indonesin

Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nomor 4280);

3. Umiamg-Uml-.u'uy,,..
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3.Undang-Undang  Nomor
Perbendaharaan  Negara
Indonesia Tahun 2004 Ng
Negara Republik Indonesig N

Tahun 2004 tentang
(Lembaran Negara Republik

mor 5, Tambahan Lembaran
omor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 T4
Pengelolaan  dan
(Lembaran Negar
66, Tambahan |
4400);

. hun 2004 tentang Pemeriksaan
Tanggung  Jawan Keuangan  Negara
@ Republik Indonesig Tahun 2004 Nomor
Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Un(lan'g-UmIemg Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara l\’(:pub'lik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 18444);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Kceuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara 'l\’vpul)lil\' Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

9. Peraturan  Pemerintah - Nomor 23 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia lghun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4577);

12. Peraturan .



00748

12. Peraturan  Pemerintah  Nomgr
Pengelolaan Keuangap Daerah
Indonesia Tahun 2005 Nomaor
Negara Republik Indonesis, Nomor

58 Tahun 2005 tentang
(Lembaran Negara Republik
140, Tambahan Lembaran
I5TH);

v Byuges u i i .
1.3. l’l 1.'“1“..'“] It merntah Nomor  H Feabin iRy lestane
I:Ltpt{:l-n_arn I!::u.l_ni{em dan  Kinerja  Instansi Pemerintih
(Lembuaran Megars Republik Indonesia Tuhun 2006 Nomor

e L' - : i iy 7
‘1( 'Ii.r,]l]'lj"h - Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor
i ] ¥

4. Pevaturan Pemerintah - Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan — Uang  Negara/Dacrah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembarin Negana Republik Indonesian Nomor 4735

15 Peraturan Menteri Dalian Negerlh Nomor 13 Tahun 2006
tentang — Pedoman  Pengelolkian Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri Dalam
Megert Nomor 21 Talhan 2010 | lentang Perubahan kedua atas
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

o, Peraturan Menter Dalam Neperi Nomor 61 Tahun 2007
fentangy, Pedoman Tekois Pengeloban heoaangan Hagdan
Liovsinnnaanr hpnvnnn Ve

17, Pevaduran Mentert Dalam Negeri Nomor 535 Tahun 2008
tentang Fata Cara Penatausahaan dan Penyvusunan Laporan
Pertmgeungpiwaban Bendahara Serta Penyvampaannya,

18, Peraturan Dacrah kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006
tentang YPenviehlk Pegwai Negert Sipfl D Lingkungan
Pemerimtah Kabupaten  Sitang  (Lembaran Daerah
Kabupaten  simntang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan
Lenlso Drwrah kabupaden Smitang Nowaor 8).

19, Permturan Daerah habupaten Simtang Nomor 25 Tahuan 2000
tentang Penpelolian hewangan Dacvabh (Lembaran Daevah
Kabupaten  Sintang Tahun 20060 Nomor 20, Tambahan
Lembaan Dacrah kabupaten Sintang Nomor 25);

200 Pevsturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010
tentange Urasan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomer 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13

21, Permturan Daersh kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010
lentang Susunan Qrganisas “‘"“"gl""“l‘“"“"“h“H““L'Uiill'll
Sintang (Lembaran Daeranh Kabupaten :-mrll.'mg Fahun 2014y
Nomor 2, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sintang

Nomaor 2);

MEMUTUSKAN:
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o : PERATURAN  BUPAT)
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MEMUTUSK AN -

]SINTANG TENTANG TATA CARA
PAN DAN PENEMPATAN REKENING

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali in yang dimaksud dengan:

L

2

3.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah berserta
Perangkal — Daerah  sebagai  unsur  penyelengara
pemerintah daerah;

Kepala Dacrah adalah Bupati Sintang;

Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daciah yang
sclanjutnya discbut APBD adalah rencana  keuangan
tahunan  pemerintahan Dacrah yang  dibahas  dan
disctujui bersama oleh Pemerintah Daecrah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Satuan  kerja Perangkal  Dacrah  yang  selanjutnya
disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Pemerintah - Dacrah,  meliputi - Sekretariat  Daerah,
Sekretarial Dewan Perwakilan Rekeyat Daerah,
Inspektoat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kantor, kecimatan dan kelurahan.

Satuan . Kerja Pengelola keuangan  Daerah  yang
sclanjutnya disebul SKPRD adalah Perangkal Daerah
pacla Pemerintah Daerah, selaku pengguna
anggaran /pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabal Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut PPRD adalabh kepala SKPKD yang bertindak
sehagal Bendahara Umum Daerah,

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya  disebut
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada SKPPD.

10. Bendahara



10.

1.

12.

13.

14.

(2]
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Bendahara Pengeluaran adalah
ditunjuk menerima,
menatausihakan dan

pejabat fungsional yang
menyimpan, membayarkan,
mempertanggungjawabkan uang

untuk  keperluan  belanja Daerah rangxa
pelaksanaan APBD pada SKpD, W *

Kuasp BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya discbut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah pejabat  yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sehagian kewenangan pengguna
anggaran  dalam  melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKIPD.

Kas Umum Dacrah adalah tempal penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
scluruh  penerimaan  Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Dacrah.

Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk  menampung seluruh penerimaan Daerah dan
membayar selurub pengeluaran Dacrah pada bank yang
e,

HATs
MU RAAN RERKENING
Pasal 2

SkIPDy selaku  Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran  dapal  membuka  rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan
Hupati melalui 1301,

Sk dapat membuka  rekening  lainnya sceielah
mendapat persetujuan Bupati melalui BUD.

asal 3

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran dan rekening atas nama
SKI’D pada Bank yang schal.

Bank yang schat scbagaimana yang dimaksud pada
ayal (1) adalah hasil penilaian 1.<t}11ciisi Bank yang
dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.

BAB ..,



(1)

(2)

()

(1)
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BAB 111

PERMOITONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING
PPasal 4

Permohonan — persetujuan  pembukaan rekening dalam
rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala
SKPD  selaku  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan
formulir ~sebagaimana tercantum dalam lampiran |
Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri :
a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di
lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala
SKPD kepada Bupati melalui BUD dengan menggunakan
formulir  sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan
tentang  Penggunaan Rekening  dengan  menggunakan
formulir — scbagaimana  tercantum dalam  lampiran I
Peraturan Bupalti ini.
Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan
pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan
tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).
Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan
formulir = sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran 111
Peraturan Bupati ini.

PPasal 5

Kepaliac SKPD selaku Pengguna Anggaran/kKuasa Pengguna
Anggaran wajih mclampirkan  persetujuan tertulis  dari
Bupati pada saat membuka rekening pada Bank Umum.
Bagi  SKPD  yang melakukan  pergantian  Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluran dan Bendahara Lainnya
untuk tidak mengganti nomor rekening yang sudah ada.

BAB IV
PENUTUPAN RIEKIENING
Pasal 6
Dalam rangka pengelolaan kas, Bupati dapat
memerintahkan penutupan dan/atau  pemindahbukugn
schagian atau seluruh dana yang ada pada rekening
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ke rekening Kag

Umum Daerah.

(2) Rekening |



kening SKEPD vang sudds '
) Rt lening vang sudah tidak o i
Lo uf . . v o pa ¥ : un i n an
pujuan l'l.lh_lliuhlrit'lfﬁ.il harus tlil.ulupgnl:;_l:c;:[ S:I?Ugi',ﬁf} ﬁ.m
saldonya dipindahbukukan ke rv.!c{-ning kas UI:|1L:I:1\ ;J‘H'I"H;l
* 14 i r ¢ L : i :
penutupan  dan/falay Pemindahbukyan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan gquaq (- '
: Lt 1:]1: £ ¢
kepada Bupati melalui Bup, (8 harus dilaporkan

BAB v
PELAPORAN
Pasal 7

kepala SKED selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, kepada Bupati melalui BUD dengan
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran
[V Peraturan Bupati ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

00752

tanggal pembukaan rekening.

(2)

(1)

(3)

(4]

Pasal 8

Rekening  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2, harus
dilaporkan dan disajikan dalam daltar lampiran  pada
laporan keuangan  SKPD  yang bersangkutan dengan
menggunakan  lormulir  sebagaimana tercantum  dalam
lampiran V Peraturan Bupati ini.

Daftar rekening scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disampaikan kepada Bupalti setiap akhir tahun.

ALY VI
RISTENTUAN PERALIAN
[Basal 9

Rekening Penerimsen, Rekening Pengeluaran dan rekening

Liinnya vang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan

Bupati ini, harus dimintakan persetujuan kepada Bupati

dengan menggunakan  formulir sebagaimana  tercantum

daliun lumpiran V1 Peraturan Bupati ini.

Bupati berwenang untuk menolak permohonan persetujuan
pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan
tersebult tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimalkesud
pada ayat (1). ‘

Surat persetujuan atau penolakan Bupati menggunakan
formulir  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran il
Peraturan Bupati ini.

Rekening  yang  ditolak  permohonan  persetujuannya
schagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...
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Pasal 1p

Rekening sebagaimana dimalegyy dalam

S Pasal O ay: wajib
dilaporkan sesuai dengan ketentuan gyj sal 9 ayat (1), waj

am Pasal 8.
RENERVIY
RETENTUAN PENUTUP
Pasal 1]
peraturan Bupati ini mulai berlaly Pada tanggal diundangkan.
Agar  SCUAP OTang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati inj dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang,

Ditetapkan di Sintan
pada tanggal 3/ Me; 2012

¢ BuPATI sm’mmm.-f-

v
?M]L’E‘ON CROSBY

piundangkan di Sintang .
pada tanggal 3/ ME! 2012

DALRAIT KABUPATEN HIN’i'ﬂ.N{i,{

ZULKIFLI HAJL ATIMAD

BERITA DALERAIT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR f‘f}



. PERATURAN BUPATI SINTANG
ﬂﬂ‘i“‘w NOMOR : TAHUN 2012

v TANGGAL ¢ o . 2012
FENTANG o TATA  CARA  PEMBUK
PENEMPATAN  IoORAAN, PENUTUPAN, DAN

: REKE , ;
PERANGRAT [JM-:HMIN[NG RATURN RERJA

KOP SURAT

ff-“‘-—————‘———“'%

Sintang, ...........eevene..n 20X%

00754

PO R s Kepada Yt
A — o, BUPATLSINTANG
i.::::m permohonan Persetujuan dli - - 5
Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: ...........co...... tentang Tata

(ara pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Saluan Kerja
perangkal paerah, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
menukaanfpﬂﬂcmD‘tlii“‘l rekening®, pada PT. Bank Kalbar Cabang
Sim;mg;'Iﬂinnyn*; untulk keperluan penerimaan/pengeluaran/ lainnya®).
Demikinn  disampaikan untuk  dapat  ditindaklanjuti - sebagaimana

mestinya, alas kerjasan yang haik diucapkan terima kasih.

kepala SKPD,

Lorel yang tidak periu

BUPATI SINTANG,

&\,,,/

v
?}MI,’I'UN CROSIY
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M;l‘f“’"‘ NOMOR : TALTUN 2012
) TANGGAL 1
TIENTANG & TATA  CARA PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN

I}]':iql‘:hql}ﬂ'rﬂm [{r-‘- “
: DN I'JNI .l 5 e e
PERANGKAT IJM*‘,I-{;\;[ NG SATUAN  KERJA

I

KOP SURAT

i i

f;‘-—;———w

SURAT PERNYATAAN
[ E5 T FY L T

Menunjuk Peraturan Bupali Sintang Nomor : ......cccecoeeeeees tentang

faa Cara pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan
perangkal Daerah, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh,
pembukaan rekening dimaksud pada PT. Bank Kalbar Cabang
Simangﬂaimwa*n Uil ReperhIar .. e epansssnss (diisi sesual dengan
\ujuan penggunaan rekening)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklum,

Sintang, tgl/binftahun
kepala SKPD,

] | R P S T

Y e ying tidak peviu
PBUPATT SINTANG, ‘T’

e

4

?_f‘-’l ILTON CROSIBY
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JERATURAN BUPATE SINTANG

kAN EGOMOR ¢ = TAHUN 2012
W TANGGAL = C2012
TENTANG ¢ ;,’:‘\L’:‘M(I:}i!ﬁim PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN
Dl REKENING ~ K
PERANGKAT DAERAL N SATUAN - KERJA
K_DP SURAT
/’—_’———“—_“\—_"_—_"
=T 1 T 20xx
Kepada Yth:
yomor T Kepala SKPD ..o
Si!‘ill : n : TESESESEESEAL e R R e R e S e e i B
'\H . 1---""""':“""“r""""‘ ............................................
;‘”“:”m . Persetujuan/Penolakan *) di -
; . Sintang
Menunjuk Peraturan Bupati Sintang Nomor: ................... tentang Tata

Cara pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Saluan Kerja
perangkat Daerah, dan surat Saudara tanggal ............... Nomor .

nal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui/tidak menyetujui*)
pembukaan rekening pada PT Bank Kalbar Cabang Sintang/lainnya®).

Demikinn disampaikan untulk dapat dimaklumi.

BUPATE SINTANG,

.Lf]l-['t .}“”H “{litl’{ |H'|“.|

BUPATI SINTA N(.‘.;“"

o S

&
g’Mllfl‘ON CROSBY
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z PERATURAN BUPAT] SINTANG

v
u.q},!f}mﬂﬂl NUT“E‘(:L;;L : TﬂHUN?ﬂlE
TAN e : - e 2012
TENTANG @ TATA CARA PEM "

e REKENING
PERANGKAT szm}hmlm' EREEE EERI

flf;?‘#mMTx
! Kepada Yth:

omor : BUPATI SINTANG

SHH[ SR R ) A B e Cq Kfpﬂia DPFKA lSﬂl,&ku EUD]

I.'ruﬂ]?ii"dn : ,~,|:{m|}| ’ ‘ di -

o - Lapora ulian Rekening Sintang

Menunjuk Peraturan Bupali Sintang Nomor : . tentang

ala Cara Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan
perangkat Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat
pcm::tujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
slaku Bendahara Umum Dacrah tanggal .............. i NORIOL o ;
kami telah melakukan pembukaan rekening
pm{.'rimaan,*’peng{'luzlranfl:rlinnjr:l*] pada Pl Bank Kalbar Cabang
Sintang/lainnya*) dengan nomor rekening .................

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Sintang, tgl/bln/tahun
Kepala SKPD,

PULLE. .. - ceiimsnias v s
uf_'rj|'{-| Vi

ng tidak perlu

¢ BUPATI SINTANG,-fr

g Bl

'd
?MIL'[‘UN CROSIY
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. PERATURAN BUPATI SINFANG

H\HPI]H\N N{}M_(}!{ H TALIUN 2U|Zl

rllh%(:{;{?qlf: : ’|,|"'|,,- R (B )
PENTANG @ TATA CA :

PENEMINTAN tanan TENUTUPAN, DA

PERANGRAT DALRAT o SATUAN  KERJA

YA
KOP SURAT

R e e e

pAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

-__“ Jdenis No - i sl B

e T PP e T ool B gank/ | jumlah

o ckening | Rekening | Alas Nama antor Uang
- = o ol R 2 [
2 S 5 6 7

Sintang, tgl/bln/tahun
Kepala SKPD,

.............................

" Coret yang tidak perlu

4{ BUPATI sm'mmﬁ,ﬂ'

i

4
7_MIL’FDN CROSBY
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vi: PERNTURAN BUPATT SINTANG
lw.udﬁ-N NOMOK . 93 TALTUN 2yl
i TANGGAL 3« . 2012
TENTANG : TATA CaRa Pl :
PENEMPATAN EE}?&QHN FENUTUPAN, DAN
PERANGKAT DALRA] lJ ING  SATUAN KERJA
KOP SURAT
SITHANIE, vveins ot i 20xx
R ] (st _ BUPATI SINTANG
i NI e e Cq. Kepala DPPKA (Selaku BUD)
GEIpIEaN. 3 s : ks
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Tata Cara pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja
perznglkat  Daerah, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya
peraturan Bupati ini, kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan /pengeluaran/lainnya*) pada ................... dengan nomor
TeKCRINE «ovvnernerecnanan untuls keperlUan oisaisnaibasie Scehubungan
dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat
diterhitkan surat persetujuannya.

Demikian  disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti - sebagaimana

mestinya, atas kerjasamanya yang baik divcapkan terima kasih.
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